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“HARIAN:

‘Dewan Karangasem /

- Setujui RAPBD 2016

{
1
{
|

| ® NUSABALI/NANTRA
ngani RAPED jadi Perda APBD

|

PENJABAT Bupati Ida Bagus Ngurah Arda (kanan) mananciata

2016, di DPRD Karangasem, Senin (30/11),

AMLAPURA, NusaBali nyarapat berakhir lebihjcepat dari perki-

DPRD Karangasem akhirnya meny-  raan sebelumnya, bahkan merupakan
atujui RAPBD 2016 untuk diusulkan pembahasan RAPBD tercepat selama ini,
jadi Perda APBD 2016, setelah melalui  hanya 4 hari, atau per hari membutuh-
pembahasan alot yang menghabiskan  kan waktu 6 jam.
aktu total selama 24 jam, pada 24-27 Penjabat Bupati IB Ngurah Arda men-
ovember. Sebab, rata-rata pembahasan  gakui, pembahasan RAPBD berjalan alot,
di DPRD pukul 08.00-14.00 Wita, atau 6  tetapi menghasilkan pemikiran yang
qm tiap hari, total pembahasan RAPBD  cerdas untuk kepentingan masyarakat
llakukan selama 24 jam. Tetapi, fraksi- Karangasem. "Kami akui dengan waktu
flaksi yang ada di DPRD memberikan  sempit, RAPBD tuntas kita bahas, karena
Cqtatan penting, dalam hal pelaksanaan semuanya memiliki keplentingan untuk

APBD 2016 mendatang. ' masyarakat Karangasem,” kata IB Ngu-
Juru bicara DPRD I Komang Mustika rah Arda. : y

dva melaporkan hasil rapat gabungan Dalam usulan RAPBD 2016, kata

gmisi dan pandangan akhir fraksi,semua  Nengah Sumardi, terjadi defisit hingga

raksi memberikan catatan kepada ekse- Rp 44,5 03 miliar, Se ab, defisit itu
* tifagar lebih efektif dan efisienmenggu-  merupakan selisih beldnja daerah Rp
an anggaran. Hal itu terungkap dalam 1,583 triliun dengan penflapatan daerah
R4pat Paripurna DPRD dipimpin Ketua Rp 1,538 triliun. “Tetapi defisit itu telah
DIRD I Nengah Sumardi, dihadiri Penjabat  tertutupi SILPA (Sisa Lehih Penggunaan
Bdpati Ida Bagus Ngurah Arda, di Ruang  Anggaran) tahun 2015,” katanya.
Rapat DPRD, Senin (30/11). g Terungkap pula penerimaan pem-
Mulanya, DPRD mengagendakan biayaan Rp 73,003 miliar, pengeluaran
Apat-rapat hingga tengah malam, pembiayaan Rp 28,5 miliar, pembiayaan
tefnyata di luar dugaan, rata-rata jalan-  netto Rp 44,5 miliar. & K16

\ecz . | Dopmber gotf
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* Sldang Dugaan Mark Up
fengadaan Lahan BP3TKI Denpasar

Menurut terdakwa,
Pageh pledoinya
sebenarnya berisi
soal niatnya untuk
mengembalikan
uang Rp 200 juta
yang|didapatnya
dari mark up pen-

gadaan lahan.

DENPASAR| NusaBali

Setelah [dituntut 7,5 ta-
hun penjara, I Wayan Pageh
yang men]aﬂi terdakwa kasus
dugaan korupsi mark up pen-
gadaan lahan untuk kantor
BP3TKI (Badan Pelayanan
Penempatan dan Perlindun- ;
gDzl:l;‘: ;1 :I.g%l:i:'{)aa ‘I:ggg:e;;:) . TERDAKWA kasus korupsi dan mark up Lahan EP3TKI Denpasar lW&van
doi (pemb aan) di Pengadi- Pageh saat sidang di Pengadilan T|p|loor Denpasar, Rabu (28/10) lalu.
lsaelrluprl;lFBIg?ll)egeﬁzﬁglgzg;' majelis hakim pimpinan Ed- dllakukan terdakwa Pageh
majelis hakin menolak pledo; ward Harris Sinaga serta Jaksa dan kuasa hukumnya, 1GKG
yang dibuat sendiri oleh terda- Penuntut Umum (JPU) Nyo- Yusa Arsana Putra dan I Gede
kwa dengan alasan tidak jelas. man Sulitra mengagendakan Astawa. |

Sidang j: ng dipimpin Vpembacaan pledol yang akan Dalam Pledoi yang diba-

Edisi  : sdaso,/Desember 20(S

Hal : 30
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terdakwa,” pungkasnya.

cakan kuasa hukumnya kembali
menyeret staf khusus Kepala
BNPTKI Jakarta, Wahyu Maton-
dang alias Dodik. Disebutkan
jika dalam aliran uang hasil
korupsi tersebut, terdakwa
Pageh hanya mendapat Rp 200
juta dan langsung diseret ke
Pengadilan Tipikor. Namun Do-
dik yang jelas-jelas menerima
Rp 1,5 miliar hingga kini tak
tersentuh. “Tuntutan jaksa
kami anggap tidak memenuhi
rasa keadilan,” ujar kuasa hu-
kum Pageh.

Dalam pledoi juga merinci
peran yang dilakukan terda-
kwa lainnya, yaitu Priyo Adi
Santoso yang terlibat aktif
mulai perencanaan hingga
pengambilan uang hasil mark
up yang dibagikan ke beberapa
orang. Kuasa hukum Pageh juga
tidak sependapat dengan tuntu-
tan JPU yang menuntut sesuai
dakwaan primer. “Perbuatan
terdakwa hanya sesuai dengan
dakwaan subsidair dan kami
mohon kepada majelis hakim
untuk menjatuhkan hukuman
seringan-ringannya kepada

3q,| DeSembel 20(5”

Setelah kuasa(r)ukumnya
membacakan pledoi, majelis
hakim mempersilahkan Pageh
membacakan pledoi yang
ditulisnya sendiri. Usai pem-
bacaan, majelis hakim lang-
sung menolak pledoi yang
dibacakan Pageh karena tidak
jelas. “Pledoi apa yang kamu
buat. Ini semakin membin-
gungkan saya. Ini tidak akan
saya masukkan sebagai per-
timbangan,” tegas Edward
yang akan melanjutkan sidang,
Senin (7/12) mendatang.

Ditemui usai sidang, Pageh
mengatakan pleddinya se-
benarnya berisi soal niatnya
untuk mengembalikan uang
Rp 200 juta yang di apatnya
dari mark up pengadaan la-
han tersebut. Bahkan Pageh
mengatakan sudah memin-
jam uang ke bank untuk
mengembalikan kerugian
negara, namun akhirnya di-
tolak karena lebih dulu di-
tahan. “Nanti akan saya sam-
paikan secara lisan dalam
sidang berikutnya,” imbuh
Pageh yang ditemui usai si-
dang. & rez !
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isg-hbah Dlpastlkan Tak Dapat Cair
Tahun 2015

Kenaikan tambahan
penghasilan
pegawai (TPP)

~ sebesar Rp 90
miliar j juga dicoret.
Pembatalan TPP

- dan kenaikan

. tunjangan

perumahan dewan
dilakukan setelah
dewan dan TAPD

rapat terbatas.

MANGUPURA, NusaBali
Rencana Pemkab Badung
menaikkan tambahan penghasi-
lan pegawai (TPP) pada tahun
anggaran 2016 dicoret alias
dibatalkan. Tambahan kenai-
kan tunje*ngan perumahan bagi

kalangan dewan juga dicoret.

Tambahan kenaikan tunjangan -

perumahan sebetulnya masuk
dalam RAPBD 2016. Akan tetapi
dalam rapatparipurna pengesa-

han RAPBD 2016 di gedung de-/

wan, Senin (30/11) sekitar puku
16.00 Wita, tambahan kenaikan
tunjangan perumahan dewan
batal. Hibah pun dipastikan tak
bisa cair tahun 2015, karena
masuk dalam Silpa yang diguna-
kan pada tahun anggaran 2016.

Pembatalan TPP dan ke-|

naikan tunjangan perumahan
dewan terbilang dilakukan pada
detik-detik terakhir. Sebelum
rapat paripurna digelar, anggota

dewan sempat melakukan rapat |

terbatas dengan Tim Anggdran
Pemerintah Daerah (TAPD),
sekitarpukul 12.30 Wita. Rapat

.diduga kuatkarena terjadi tarik |

ulur kepentingan antara legis-
latif dengan eksekutif.
Usai rapat terbatas itu, Ketua

! Selasa, | DeSember Z0IS

p!

TAPD yang ;uga Sekkab Badung

Kompyang R Swandika menge-
mukakan rencana pembatalan ke-
naikan TPP. “Memang semulaada
rencana kenaikan TPP sebesar
Rp 90 miliar. Setelah dilakukan
pembahasan diputuskan rencana
kenaikan tersebut diarahkan un-
tuk kegiatan-kegiatan yang ber-
hubungan dengan kepentingan
masyarakat,’ jelasnya.

Setelah melalui pembahasan
alot, rericana kenaikan TPP atau
sering disebut insentif sebesar
Rp 90 E‘Ahar akhirnya dicoret
dalam RAPBD 2016 yang baru
disahkan. Dalam rancangan
eksekutif mengusulkan TPP
sebesar Rp 408,3 miliar, naik Rp
90 miliar dari tahun 2015 yang
sebesar Rp 318,3 miliar lebih.

Begitu pun dengan kenaikan
tunjangan perumahan bagi
dewan.ferdasarkan rancangan
semula untuk ketua dewan yang
semula mendapatkan Rp 19,95
juta per bulan, naik menjadi Rp
2T )uta perbulan Untuk wakil




gsemulaRp 19,75 juta

1 menjadi Rp 24,5 juta
per bulan. Sedangkan anggota i
hanya ndapatkan kenaikan

Rp 400 ribu, yaitu yang semula
menerima Rp 19,5 juta kini
mendapatkan Rp 19,9 juta per

bulan. Tambahan tunjangan.

perumahan dewan pada 2016
mendatang sebesar Rp 428,4
juta, atau totalnya Rp 9,7 miliar
lebih. Tapi akhirnya rancangan
ini pun mental alias dicoret.
Kemudian terkait hibah ke-
pada masyarakat yang diar-
ahkan DPRD sebesar Rp 93,6
miliar lebih serta hibah kepada
banjar adat, desa adat, dan sub-
ak sebesar Rp 19,9 miliar lebih
juga dipastikan tak cair tahun

2015. agai gantinya ang-
garan tersebut masuk dalam
postur RAPBD 2016 yang sudah

disahkan kemarin. Mengenai
pencoretan TPP, kenaikan tun-
jangan perumahan anggota
dewan, termasuk masalah hibah

ini disetujui seluruh anggota

. dewan. :
Secara umum postur RAPBD
2016 sempat dijabarkan oleh

Ketua Komisi Il DPRD Badung
I Nyoman Satria. Menurut dia,
RAPBD Kabupaten Badung
2016 dapat disepakati dan
ditetapkan dengan perubahan'

meliputi, pendapatan daerah

yang semula dirancang sebe-
sar Rp 3.598.525.631.619,64
berubah menjadi R

belanja daerah yang se-

mula dirancang sebesar

Rp 3.636.407.759.889,64
berubah menjadi Rp

4.080.562.011.140,64. Pembi-

ayaan dari penerimaan silpa

tahun anggaran sebelumnya

sebesar Rp 10.781,06 berubah

‘menjadi Rp 39.843.654.781,28.

Sehingga postur RAPBD 2016
menjadi sebagai berikut :

pendapatan daerah sebesar
“Rp 3.7788 2’(}9 828.733, 46

p 169.803.470.
3.771.209.828.733,46
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meni gkat sebesar; R
444.154.251.251,00. Deﬁs:tRp
309.352.182.407,18. gah
“Pembiayaan daerah
meliputi penerimaan Rp
518.999.307.188,46 meningkat
sebesarRp 326. 313.968.137,40,
pengeluasan Rp
@6 meningkat
sebesar Rp 15.000. oot)ﬁoo ,00.
Pembiayaan netto Rp
349.195.837.188,46 meningkat

 sebesarRp 311.313.968.137,40,

sisa lebih pembiayaan ang-
garan tahun berkenaan Rp
39.843.654.781,28 meningkat
sebesar Rp 39.843.914.000,22,”
beber litisi asal Mengwi terse-
but. “Dengan demikian maka
ranperda tentang APBD Kabu-
paten Badung Tahun ran
2016 dapat disepakati, untuk
selan)u ya dapat dltetapkan

| 'patwnpurna I
e Sunarta yang juga Wakil
KetuanI DPRD Badung. sempat

dpata erah
tahun ang@ran 2016
ut dapat disepakati dan
ditetapkan,” tanyanya. Seluruh
anggota dewan yang hadir men-
jawab sepakat.
Sebagai implementasi dari
persetujuan bersama tersebut,
pimpinan dewan bersama Pen-

jabat Bupati Badung I Nyoman

Harrry Yudha Saka selanjutnya

i suratkeputusan
DPRD nota kesepakabm, serta
berita acara. Penandatanganan

disaksikan Sekkab Kompyang R
Swandika dan Sekwan Made Wira
Dharmajaya. & asa
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Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar-
Setujui RAPBD 2016+

PENJABAT| Walikota Denpasar AA Gede Genya (kiri) menghadlri sidang
i DPRD Kota Denpasar, Kamis (26/11).

paripurn

® ST

DENPASHR, NusaBali
Seluruh fraksi DPRD Kota Den-

pasar menyetujui Rancangan Ang-

aran P

aerah (F
untuk dis
menjadi
pasar ta
paripurn
(26/11),
sidang y
Kota De
Gede ju
ranperda
|1zin Usah
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi,
Ranperda tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hid-
up, Ranperda Pengelolaan Cagar
Budaya, Ranperda Pendaftaran

Usaha Pa

hkan dan ditetapkan
rda APBD Kota Den-
n 2016 dalam sidang

dipimpin Ketua DPRD
asar | Gusti Ngurah
 disahkan enam buah

isata, dan Ranperda

tentang Penyelenggaraan Kear-
sipan:

APBD Kota Denpasar. 2016
ditetapkan sebesar Rp 1,875 triliun
lebih, naik sebesar Rp 70 miliar

lebih dari APBD perubahan 2015

?rang terdiri dari (PAD) Rp 715
bih, dana perimbangan Rp 794
M lebih, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah sebesar Rp 3 5
M lebih.

Pandangan Fraksi PDIP ya
dibacakan IB Kompyang Wiran
menyebut, pajak daerah sebagai
sumber utama PAD masih didomi-
na3| oleh pajak hotel dan restoran

besar 74,54 %. Sedangkan pajak
bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) mengalami
penurunan target, karena adanya

perubahan atas Perda No 7/2010

dnd, 29 Ny 2013

!

tentang BPHTB
Fraksi Golkar dalam pandan-
mum yang dibacakan Putu
Dewinta Wandy menyampai-
nggaran bidang pendidikan
ar 22,96 % agar alokasinya
dimanfaatkan untuk meningkatkan
kualitas dan mutu pendidikan SMA,
SMK. SMP, SD, TK, dan PAUD.
Serta dapat dimanfaatkan untuk
menambah anggaran beasiswa
bagi siswa berprestasi. 1
Sedangkan Fraksi Partai De-
mokrat yang dibacakan AA Susruta
Ngurah Putra mengatakan gamba-
ran umum RAPBD Kota Denpasar
2016 ini telah memberikan harapan
positif bagi semua masyarakat,
khususnya dari sektor pendapatan.
Fraksi Gerindra yang dibacakan -

dengan memperhatikan
ketersediaan VAR yang memadai.
angkan Fraksi Hanura yang

nyampaikan agar memprioritaskan
pembangunan infrastruktur seperti

uk pelatihan bagi guru-guru
ususn¥N ?uru honorer.
jabat Walikota Denpasar AA
Gede| Geriya sangat mengapresi-
asl atas disahkannya RAPBD dan
ranperda. Hal ini menanda-
kan kgbersamaan yang baik untuk
angun Kota Denpasar Ieb|h
baik. Terkait usul saran ya@
ampaikan oleh fraksi-fraksi, Geriya
mengatakan akan melakukan ka-

dan skala priorit

jian yang lebih mendalam sehingga
‘dap llindakla‘tggtl sesuai urgensa
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“HARIAN UMUM=

Tahun 2016, Tenaga Abdi
di SMP Dapat Tambahan Honor

NEGARA, NusaBali ;
Setelah tenaga abdi tingkat SD, kini tenaga ab
tingkat SMP di Kabupaten Jembrana dianggarakan
mendapat tambahan honor bulanan mulai tahun
2016. Berbeda dengan para abdi SD yang diberikan
tambahan Rp 300 ribu per bulan mulai tahun 2015
P

u

lalu, para abdi baik guru maupun tata usaha SM
ini diberikan sedikit lebih tinggi yakni Rp 350 rib
per bulan. .
Kadis Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata
dan Budaya Jembrana, Nengah Alit mengatakan,
anggaran untuk tambahan honor abdi SMP meri-
capai Rp 1 miliar lebih. Penganggaran tambahan
tersebut untuk memberikan perhatian kepada guru
dan tata usaha (TU) abdi SD maupun SMP yang
selama ini mengandalkan sisa anggaran Bantuaj
Operasional Sekolah (BOS). “Selama ini tenaga ab
ini penghasilannya sangat bervariatif, tergantung
anggaran BOS,” ungkap Alit, Minggu (29/17).
Sementara tenaga abdi di. SMA untuk tahun
2016 belum dianggarkan. Selain akan diambil alih
Pemprov Bali, menurutnya ada pertimbanhan atas
nafkah tenaga abdi SMA yang dinilai sudah lebih
tinggi dibanding SD maupun SMP. “Sebelumnya
amggaran untuk SD dan SMP bertahap karena ket-
erbatasan anggaran. Kalau SMA ya kami rasa sudah
agak tinggi,” tambahnya. -
Para tenaga abdi, baik guru maupun TU di SD dan |
SMP honornya di bawah upah minimum kabupaten
(UMK). Mereka rela mengabdi dengan harapan bisa
diangkat menjadi PNS. Peranan mereka pun dirasa
sangat membantu untuk masalah kekurangan guru,
khususnya di SD se-Kabupaten Jembrana. “Kami
sadari kalau bicara UMK, masih sangat jauh. Maka
dari itu kami berusaha perhatikan dengan tambahan
ini,” tandas Alit. & ode ,

veaszr, | December 503

i

m
=
2.

. o
=




